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Abstrak

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalami penurunan capaian point nilai SAKIP ditahun 2023 sebesar 3,41
dibandingkan tahun 2022, hal ini mengidentifikasikan adanya penurunan Akuntabilitas Kinerja. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Sistem Pengendalian Internal terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada
Pemerintah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang
diperoleh melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan tiga
kriteria, terkumpul sebanyak 45 responden dari 16 OPD di Pemerintah Kota Bandar Lampung. Teknik analisis
data menggunakan Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan aplikasi WarpPLS
8.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kompetensi Pegawai dan Sistem Pengendalian Internal
berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Komitmen Organisasi mampu
memoderasi hubungan antara Kompetensi Pegawai terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sedangkan pada hubungan Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Komitmen Organisasi tidak dapat memoderasi hubungan tersebut.

Kata Kunci: Kompetensi Pegawai, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas
Kinerja Intansi Pemerintah

Abstract

The Bandar Lampung City Government's SAKIP score for 2023 decreased by 3.41 compared to 2022, indicating
a decline in performance accountability. This study aims to examine the effect of employee competence and
internal control systems on Government Agency Performance Accountability System, with organizational
commitment as a moderating variable in the Bandar Lampung City Government. This study uses a quantitative
approach with primary data obtained through questionnaires. The sampling technique uses purposive sampling
with three criteria, collecting 45 respondents from 16 OPDs in the Bandar Lampung City Government. The data
analysis technique used Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the WarpPLS
8.0 application. The results of this study indicate that Employee Competence and Internal Control Systems have
a significant effect on Government Agency Performance Accountability and that Organizational Commitment
is able to moderate the relationship between Employee Competence and Government Agency Performance
Accountability. Meanwhile, Organizational Commitment unable to moderate the relationship between internal
control systems and Government Agency Performance Accountability.

Keywords:  Employee Competence, Internal Control Systems, Organizational Commitment, Government
Agency Performance Accountability System

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Akuntabilitas

1. PENDAHULUAN Kinerja Instansi Pemerintah, 1999). Hasil LAKIP

Akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2022-2023
merupakan kewajiban untuk menunjukkan penurunan poin dari 80,95 menjadi
mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan 77,54, meskipun tetap dalam Kkategori B
kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi secara (DISKOMINFO Kota Bandar Lampung, 2024). Hal
transparan (PERMENHAN RI No. 16, 2014). ini mengindikasikan penurunan efektivitas program
Akuntabilitas ini tidak hanya meningkatkan dan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap
kepercayaan publik dan efisiensi penggunaan pencapaian kinerja (Humas MenpanRB, 2024),
sumber daya, tetapi juga memperkuat pengawasan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait
serta pelayanan publik. Kinerja instansi yang baik tentang akuntabilitas kinerja serta merumuskan
mencerminkan  pelaksanaan ~ program  yang strategi yang dapat meningkatkan efektivitas
akuntabel dan efektif (Setyowati et al., 2021). Nilai pengelolaan kinerja instansi pemerintah di Kota
akuntabilitas instansi diukur melalui Sistem Bandar Lampung.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

dan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Berdasarkan ~teori  stewardship, ~pegawai

pemerintah dipandang sebagai pihak yang memiliki
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tanggung jawab moral untuk mengelola sumber
daya organisasi secara optimal demi kepentingan
publik (steward). Dalam perspektif ini, pegawai
tidak hanya berperan sebagai pelaksana tugas, tetapi
juga sebagai pelayan publik yang berupaya
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan
akuntabel (Donaldson, L., & Davis, J. H., 1991).
Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas
sumber daya manusia serta sistem pengelolaan
organisasi yang mendukung tercapainya kinerja
yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu faktor yang memengaruhi
akuntabilitas kinerja adalah kompetensi pegawai.
Kompetensi merupakan karakteristik mendasar
yang dimiliki individu yang berkaitan dengan
kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam
melaksanakan pekerjaan secara efektif (Spencer,
1993). Pegawai yang memiliki kompetensi yang
mempuni akan lebih mampu memahami tugas,
menjalankan program kerja sesuai dengan prosedur,
serta menghasilkan laporan kinerja yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kompetensi
pegawai yang sesuai dengan Jobdesk yang
diterimanya maka akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dapat ditingkatkan karena pegawai yang
kompeten mampu melaksanakan program kerja
secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan. Sehingga semakin
sesuai kompetensi yang dimiliki oleh pegawai
pemerintah maka semakin tinggi pula akuntabilitas
kinerja yang dapat dicapai ((Hafiz, 2017; Tiarno &
Budiwitjaksono, 2023; Wardhana et al., 2015)).

Sistem pengendalian internal memegang
peranan penting dalam mendukung terciptanya
akuntabilitas kinerja organisasi. Sistem
pengendalian internal merupakan suatu proses yang
dirancang dan dilaksanakan secara berkelanjutan
untuk memberikan keyakinan yang memadai
terhadap tercapainya tujuan organisasi, termasuk
efektivitas operasional, keandalan pelaporan, serta
kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
(Nantunda et al., 2020). Dalam organisasi sektor
publik, sistem pengendalian internal berfungsi
sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan
bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku.
Dengan adanya sistem pengendalian internal yang
baik, potensi terjadinya kesalahan, fraud, maupun
penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan
sehingga kinerja organisasi menjadi lebih transparan
dan akuntabel. Akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dapat semakin meningkat seiring dengan
semakin baiknya penerapan sistem pengendalian
internal (Mulya & Fauzihardani, 2022; Tiarno &
Budiwitjaksono, 2023; Yulianto & Muthaher, 2019)

Komitmen organisasi merupakan sikap
loyalitas dan keterikatan pegawai terhadap

organisasi yang tercermin dari kesediaan individu
untuk tetap menjadi bagian dari organisasi serta
berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi
(Meyer & Allen, 1991). Dengan adanya komitmen
organisasi dapat mendorong pegawai untuk
melaksanakan tugas secara bertanggung jawab,
transparan, dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (Oemar, 2013; Putri,
2024; Wardhana et al., 2015). Efektivitas SPI tidak
hanya ditentukan oleh keberadaan sistem dan
prosedur pengendalian, tetapi juga oleh tingkat
kepatuhan serta kesadaran pegawai dalam
menjalankan sistem tersebut (Putri, 2024). Pegawai
yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi
cenderung lebih patuh terhadap aturan dan prosedur
pengendalian yang berlaku sehingga penerapan SPI
dapat berjalan lebih efektif dalam mencegah
kesalahan, penyimpangan, dan penyalahgunaan
wewenang (Meyer & Allen, 1991; Wardhana et al.,
2015). Selanjutnya, pegawai yang memiliki
kompetensi yang mempuni akan mampu
melaksanakan tugas, menyusun program kerja, serta
menghasilkan laporan kinerja yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan (Bandang et al., 2017;
Safkaur et al., 2024). Peran kompetensi dalam
meningkatkan akuntabilitas kinerja menjadi lebih
efektif ketika didukung oleh komitmen pegawai,
karena dengan adanya Komitmen organisasi maka
loyalitas dan rasa tanggung jawab pegawai terhadap
organisasi dapat meningkat sehingga mendorong
mereka untuk memanfaatkan kompetensi yang
dimiliki secara lebih optimal dalam melaksanakan
tugas dan tanggungjawabnya yang akhirnya mampu
meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  instansi
pemerintah (Hafiz, 2017; Murtin & Septiadi, 2012;
Oemar, 2013).

2. TELAAH LITERATUR DAN
PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Stewardship menjelaskan bahwa pegawai
sebagai steward akan mengutamakan kepentingan
organisasi ~dan  masyarakat  dibandingkan
kepentingan pribadi, sehingga mereka terdorong
untuk bekerja secara bertanggung jawab dalam
mencapai tujuan organisasi (Donaldson L, & Davis
J, 1991). Kompetensi pegawai merupakan
kemampuan yang dimiliki individu yang mencakup
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif
dan mencapai kinerja yang diharapkan (Jachi, 2019;
Spencer, 1993). Dalam mencapai keberhasilan
pelaksanaan program pemerintah sangat bergantung
pada kemampuan pegawai dalam merencanakan,
melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan
organisasi. Pegawai yang memiliki kompetensi yang
baik akan lebih mampu memahami tugas dan
tanggung jawabnya, menyusun program kerja secara
sistematis, melaksanakan kegiatan sesuai dengan
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prosedur yang telah ditetapkan, serta menghasilkan
laporan  kinerja yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian,
semakin tinggi kompetensi pegawai maka semakin
baik pula pelaksanaan tugas dan pengelolaan
program organisasi, sehingga dapat meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Hafiz,
2017; Tiarno & Budiwitjaksono, 2023; Wardhana et
al., 2015).

Sistem pengendalian internal (SPI) merupakan
serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme
yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi
dapat tercapai melalui kegiatan yang efektif,
pelaporan yang andal, serta kepatuhan terhadap
peraturan yang berlaku (Sobel et al., 2019). Guna
memastikan setiap program berjalan sesuai rencana
serta meminimalkan risiko kesalahan dan
penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya SPI
merupakan peran penting. Penerapan SPI yang
efektif dapat menciptakan proses kerja yang lebih
tertib, meningkatkan transparansi pengelolaan
program, serta memastikan bahwa setiap aktivitas
organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada
publik. Dengan demikian, semakin efektif
penerapan SPI dalam suatu instansi pemerintah,
maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas
kinerja yang dihasilkan (Ellein & Sherlly, 2023;
Fuadah & Setiyawati, 2020; Ramadhaniyah et al.,
2024)

Komitmen organisasi mencerminkan tingkat
keterikatan emosional dan loyalitas pegawai
terhadap organisasi serta kesediaan mereka untuk
berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi
(Meyer & Allen, 1991). Pegawai yang memiliki
komitmen organisasi tinggi cenderung
memanfaatkan kompetensi yang dimilikinya secara
optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas
kerja, serta memastikan bahwa setiap program dan
kegiatan organisasi dilaksanakan secara transparan
dan akuntabel (Hafiz, 2017; Fitriyani, 2024). Selain
itu, komitmen organisasi dapat mendukung
efektivitas penerapan sistem pengendalian internal
karena pegawai yang memiliki komitmen tinggi
cenderung lebih patuh terhadap prosedur, kebijakan,
dan mekanisme pengendalian yang berlaku.
Pegawai dengan tingkat komitmen yang kuat juga
akan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar
dalam melaksanakan tugas serta menjaga integritas
dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas organisasi
(Arifin, 2012; Halim et al., 2019; Safkaur et al.,
2024; Wardhana et al.,, 2015) Dengan demikian,
komitmen organisasi dapat memperkuat hubungan
antara antara kompetensi pegawai dan sistem
pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Berdasarkan uraian yang telah
dijelaskan maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai
berikut:
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Hi: Kompetensi Pegawai berpengaruh terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

H,: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh
terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Hi;: Komitmen Organisasi memoderasi hubungan
antara Kompetensi Pegawai dan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Hs: Komitmen Organisasi memoderasi hubungan
antara Sistem Pengendalian Internal dan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KOMPETENSI PEGAWAI (X1)
1. Latar belakang dan jenjang

pendidikan.
2. Prnstp-prinsip pemenntahan yang AKUNTABILITAS
batk KINERJA INSTANSI
3. Sikap dan perilaku aparatur T —— PEMERINTAH (Y)

f l;mn masyarakat d:; apaéamr 1.Akuntabilitas Kejujuran
5 s o
3. Penguasaan pengetahuan dan 2.Akuntabilitas Hukum

TR
—
keterampilan H -l
/ 3.Akuntabilitas Proses

4 Remsmpean bl 1 4.Akuntabilitas Program
/ { 5. Akuntabilitas Kabijakan

SISTEM PENGENDALIAN T
-

INTERNAL (X2)

1. Pengendalian lingkungan

2. Manajemen penilaian ristko.

3. Sistem informasi dan komunikast

akuntansi 4. Aktivitas Pengendalian

5. Pemantauan pengendalian internal

KOMITMEN ORGANISAST
SEBAGAI VARIABEL
MODERASI (Z)

1.Komitmen Afektif atau affective
commitment

2.Komitmen Berkelanjutan atau
continuance commitment.
3.Komitmen Normatif atau
normative commitment

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori
untuk menganalisis pengaruh kompetensi pegawai
dan sistem pengendalian internal terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan
komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.
Data yang digunakan merupakan data primer yang
diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada
pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan
teknik  pengambilan  sampel = menggunakan
purposive sampling dengan kriteria responden yaitu
—Pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan kinerja organisasi,
seperti kepala subbagian perencanaan, keuangan,
maupun staf yang terkait dengan penyusunan
laporan kinerja
—Telah bekerja minimal 1 Tahun.
Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 85
responden yang berasal dari 16 OPD yang ada paka
Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Analisis data dilakukan menggunakan metode
Partial Least Square—Structural Equation Modeling
(PLS-SEM) dengan menggunakan WarpPLS versi
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8.0. Tahapan analisis meliputi evaluasi model
pengukuran (Outer Model) yang terdiri dari uji
validitas konvergen, validitas diskriminan, dan
reliabilitas konstruk; serta evaluasi model struktural

(Inner Model) untuk menguji hubungan antar

variabel dan hipotesis penelitian. Pengukuran

Indikator setiap variabel penelitian, yaitu:

—Kompetensi Pegawai: pengetahuan, keterampilan,
dan sikap kerja yang mengacu pada (Spencer,
1993);

—Sistem pengendalian internal: yaitu lingkungan
pengendalian,  penilaian  risiko,  aktivitas
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan (Sobel et al., 2019);

— Komitmen organisasi: komitmen afektif, normatif,
dan keberlanjutan yang dikemukakan oleh Meyer
dan (Meyer & Allen, 1991);

— Akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah:
pencapaian kinerja, pelaporan kinerja, dan
pertanggungjawaban  pelaksanaan  program
pemerintah (Mardiasmo, 2002).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden dalam penelitian ini
disajikan untuk memberikan gambaran mengenai
profil responden berdasarkan jenis kelamin, umur,
pendidikan terakhir, dan lama bekerja. Berdasarkan
data yang diperoleh, jumlah responden dalam
penelitian ini sebanyak 85 orang, yang
dideskripsikan pada Tabel 4.1 berikut.
Tabel 4.1. Statistik Sampel Penelitian

Keterangan | Frekuensi (orang) | Persentase (%)
Jenis Kelamin
Laki-laki 44 51,8%
Perempuan 41 48,2%
Jumlah 85 100%
Umur (tahun)
20-30 Tahun 46 54,1%
31-40 Tahun 31 36,5%
41-59 Tahun 8 9,4%
Jumlah 85 100%
Pendidikan Terakhir
D3 6 7,1%
S1 71 83,5%
S2 8 9.4%
Jumlah 85 100%
Lama Bekerja
1 -5 Tahun 48 56,5%
6 — 10 Tahun 17 20,0%
> 10 Tahun 20 23,5%
Jumlah 85 100%

Sumber : Data diolah menggunakan WarpPLS 8.0 (2025)

Penelitian ini menggunakan pengujian validitas
yang dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama
uji validitas konvergen dan tahap kedua uji validitas
diskriminan. Kriteria uji validitas konvergen
dikatakan valid jika nilai indikator loading factor >
0,70 dan semua konstruk memiliki nilai average
variance extract (AVE) > 0,50 (Hair et al., 2014).
Pada penelitian ini seluruh indikator memiliki cross-

loadings factor > 0,70, dan seluruh nilai AVE tiap
variabel > 0,50 yang dapat terlihat pada Tabel 4.1
Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji validitas
konvergen adalah valid.

Tabel 4.1 Nilai AVE Setelah Penghapusan
Indikator Loading >0.40-<0.60

KP SPI KO AKIP
0.512 0.530 0.618 0.881

Keterangan: KP: Komitmen Organisasi, SPI: Sistem Pengendalian
Internal, KO: Komitmen Organisasi, AKIP: Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Sumber : Data diolah menggunakan WarpPLS 8.0 (2025)

Selanjutnya dilakukan pengujian validitas tahap
kedua yaitu pengujian aspek validitas diskriminan,
suatu variabel dikatakan sesuai validitas diskriminan
jika indikator variabel memiliki nilai loading (nilai
akar AVE) paling tinggi pada kelompok variabelnya
sendiri (Hair et al., 2014). Hasil wji diskriminan
validitas dapat dilihat pada Tabel 4.2 Hal ini
menunjukkan bahwa hasil uji validitas diskriminan
adalah valid.

Tabel 4.2 Pengujian Validitas Diskriminan
KP SPI KO AKIP
KP 0.697
SPI 0.605 0.728
KO 0.760  0.578 0.786
AKIP 0.531 0.544 0.656 0.699
Sumber : Data diolah menggunakan WarpPLS 8.0 (2025)

Pengujian reliabilitas digunakan untuk menilai
reliabilitas pada konstruk reflektif dengan
menggunakan hasil dari nilai Cronbach's Alpha dan
nilai composite reliability > 0,70 (Hair et al., 2014).
Hasil uji reliabilitas semua variabel menghasilkan
nilai Cronbach's Alpha dan composite reliability
>0,70, artinya instrumen yang digunakan untuk
mengukur semua variabel penelitian dianggap
reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada
Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Nilai Parameter Reliabilitas

Variabel Crombach's Composite
Alpha Reliability
KP 0.785 0.876
SPI 0.765 0.864
KO 0.891 0.918
AKIP 0.878 0.904

Sumber : Data diolah menggunakan WarpPLS 8.0 (2025)

Evaluasi pertama dilakukan dengan melihat nilai
Average Path Coefficient (APC), Average R-
squared (ARS), Average Adjusted R-squared
(AARS), model Goodness of Fit diterima jika p-
value <0.05 (Kock & Hadaya, 2018). Berdasarkan
Tabel 5 diperoleh model diterima karena p-value
untuk APC, ARS, dan AARS < 0,001. Evaluasi
selanjutnya adalah nilai Average block VIF (AVIF)
dan Average full collinearity VIF (AFVIF) sebagai
indikator multikolinearitas harus 5 dan idealnya 3,3
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masih dapat diterima (Kock & Hadaya, 2018).
Evaluasi terakhir adalah pengujian kesesuaian
model dari nilai Tenenhaus GoF. (Kock & Hadaya,
2018) menjelaskan bahwa model penelitian
memiliki kesesuaian yang lemah jika memiliki nilai
0,10, tingkat sedang jika memiliki nilai 0,25, dan
kesesuaian yang kuat jika memiliki nilai 0,36.

Tabel 4.4 Model Fit dan Indeks Kualiatas

Indikator Nilai Syarat Simpulan
Average Path 0.258, P harus
Coeffient P< signifikan (P Diterima
(APC) 0.001 <0.05)
Average R- 0.487, P harus
squared P< signifikan (P Diterima
(ARS) 0.001 <0.05)
jr;;;’i‘; 2 0.435, P harus o
squared P< signifikan (P Diterima
(AARS) 0.001 <0.05)
Average Diterima jika
Block VIF 1.308 <5, Idealnya Ideal
(AVIF) <33
Average Full Diterima jika
Collinearity 2.804 <5, Idealnya Ideal
VIF (AFVIF) <33

Kecil > 0.1,
Tenenhaus 0578 Medium > Model
Gof (GoF) ’ 0.25, Kuat > Kuat
0.36

Sumber : Data diolah menggunakan WarpPLS 8.0 (2025)

Evaluasi selanjutnya setelah menganalisis
kesesuaian model adalah menyajikan hasil
pengujian model struktural. Tahapan ini mencakup
analisis nilai koefisien determinasi (adjusted R-
squared), koefisien jalur (B), dan tingkat signifikansi
(p-Value), yang Dberperan penting dalam
pengambilan kesimpulan dan pengujian hipotesis.
Analisis model struktural juga memberikan
gambaran tentang relevansi variabel laten eksogen
terhadap  variabel laten endogen  yang
dipengaruhinya.
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Gambar 4.1 Evaluasi Modedel Pengukuran

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi
pegawai berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah dengan nilai koefisien jalur
sebesar 0,19 dan p-value 0,08. Hasil ini
menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi
pegawai yang meliputi pengetahuan, keterampilan,
kemampuan teknis, serta sikap kerja, maka semakin
baik pula akuntabilitas kinerja yang dihasilkan oleh
instansi pemerintah. Pegawai yang memiliki
kompetensi yang memadai cenderung mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara
profesional serta mengutamakan kepentingan
organisasi dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. (Speklé & Verbeeten, 2014; Spencer,
1993) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan
karakteristik dasar individu yang memengaruhi
kinerja secara efektif dalam suatu pekerjaan. Selain
itu, (Jachi, 2019) juga menyatakan bahwa
kompetensi menjadi faktor utama yang menentukan
keberhasilan individu dalam melaksanakan tugas
organisasi. Temuan ini sejalan dengan hasil
penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa
kompetensi pegawai berperan penting dalam
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi
(Hafiz, 2017; Tiarno & Budiwitjaksono, 2023;
Wardhana et al., 2015).

Selanjutnya, sistem pengendalian internal juga
terbukti  berpengaruh  signifikan  terhadap
akuntabilitas kinerja dengan koefisien jalur sebesar
0,50 dan p-value < 0,01. Hal ini menunjukkan
bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang
baik mampu meningkatkan transparansi, efektivitas,
dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas organisasi.
Sistem  pengendalian internal membantu
memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur
yang berlaku sehingga dapat mendukung terciptanya
pertanggungjawaban kinerja yang lebih baik.
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Menurut (Mulya & Fauzihardani, 2022), sistem
pengendalian internal merupakan suatu proses yang
dirancang untuk memberikan keyakinan yang
memadai dalam pencapaian tujuan organisasi,
termasuk efektivitas operasi, keandalan pelaporan,
dan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu,
kerangka pengendalian internal yang dikembangkan
oleh Committee of Sponsoring Organizations (Sobel
et al, 2019) menegaskan bahwa pengendalian
internal memiliki peran penting dalam menjaga
integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam
organisasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian
(Arifin, 2012; Tiarno & Budiwitjaksono, 2023;
Yulianto & Muthaher, 2019) yang menyatakan
bahwa sistem pengendalian internal memiliki
pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.

Hasil pengujian terhadap peran moderasi
komitmen organisasi menunjukkan bahwa interaksi
antara komitmen organisasi dan kompetensi
pegawai berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
dengan koefisien jalur sebesar 0,19 dan p-value 0,09
(a = 10%). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen
organisasi mampu  memperkuat  pengaruh
kompetensi pegawai terhadap akuntabilitas kinerja.
Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi
terhadap  organisasi akan lebih  berupaya
menggunakan kompetensi yang dimilikinya secara
optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawab. (Meyer & Allen, 1991) menjelaskan bahwa
komitmen organisasi mencerminkan keterikatan
psikologis individu terhadap organisasi yang dapat
mendorong pegawai untuk bekerja secara maksimal
demi mencapai tujuan organisasi. Selain itu,
(Robbins & Judge, 2013) menyatakan bahwa
pegawai dengan tingkat komitmen organisasi yang
tinggi cenderung menunjukkan loyalitas, tanggung
jawab, serta kinerja yang lebih baik. Hasil ini sejalan
dengan penelitian (Hafiz, 2017; Putri, 2024;
Wardhana et al., 2015) yang menunjukkan bahwa
komitmen  organisasi  dapat  meningkatkan
efektivitas kerja pegawai sehingga mendorong
terciptanya kinerja organisasi yang lebih akuntabel.

Namun demikian, hasil pengujian komitmen
organisasi dan sistem pengendalian internal tidak
berpengaruh  signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja dengan koefisien jalur sebesar 0,05 dan p-
value 0,35. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen
organisasi tidak memperkuat hubungan antara
sistem pengendalian internal dan akuntabilitas
kinerja secara signifikan. Kondisi ini
mengindikasikan ~ bahwa  efektivitas  sistem
pengendalian internal lebih dipengaruhi oleh
mekanisme formal organisasi seperti prosedur kerja,
kebijakan, serta sistem pengawasan yang telah
ditetapkan. Menurut (Arens et al., 2014), sistem
pengendalian internal pada dasarnya dirancang
melalui struktur dan prosedur organisasi sehingga
keberhasilannya lebih bergantung pada penerapan
sistem dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Ellein &
Sherlly, 2023; Kharisma Febriani et al., 2024;
Safkaur et al., 2024) yang menyatakan bahwa
komitmen organisasi tidak selalu memoderasi
hubungan antara sistem pengendalian internal dan
akuntabilitas kinerja.

5. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi
pegawai dan sistem pengendalian internal terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan
komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.
Penelitian dilakukan pada OPD Pemerintah Kota
Bandar Lampung dengan pendekatan kuantitatif dan
teknik analisis PLS-SEM menggunakan software
WarpPLS 8.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kompetensi pegawai dan sistem pengendalian
internal  berpengaruh  signifikan  terhadap
akuntabilitas  kinerja. Selain itu, komitmen
organisasi terbukti memoderasi hubungan antara
kompetensi pegawai dan akuntabilitas kinerja,
namun tidak memoderasi hubungan antara sistem
pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan.
Pertama, jumlah sampel yang digunakan masih
terbatas pada 85 responden dari 16 OPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
sehingga hasil penelitian ini belum dapat
digeneralisasikan secara luas pada instansi
pemerintah di daerah lain. Kedua, penelitian ini
hanya menggunakan metode kuesioner sehingga
data yang diperoleh sangat bergantung pada persepsi
responden, yang berpotensi menimbulkan bias
subjektivitas. Ketiga, variabel yang digunakan
dalam penelitian ini masih terbatas pada kompetensi
pegawai, sistem pengendalian internal, dan
komitmen organisasi, sehingga belum sepenuhnya
menggambarkan faktor-faktor lain yang juga dapat
memengaruhi  akuntabilitas  kinerja  instansi
pemerintah.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian
selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan
objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak
OPD atau pemerintah daerah lainnya agar hasil
penelitian dapat memiliki tingkat generalisasi yang
lebih baik. Selain itu, penelitian berikutnya dapat
menambahkan metode pengumpulan data lain
seperti wawancara atau dokumentasi untuk
memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif
mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan
penambahan  variabel lain yang berpotensi
memengaruhi  akuntabilitas  kinerja,  seperti
kepemimpinan, budaya organisasi, transparansi,
atau pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan kinerja pemerintah..
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